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PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang  Tunggal  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam  perkara  permohonan

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tanggal lahir 14 Desember 1991 /umur  32, agama Islam,

pekerjaan  Wiraswasta,  pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di

XXXX, Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

dan 

XXXX,  NIK  XXXX,  tanggal  13  September  1993  /umur  30,  agama  Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya  keduanya  secara  bersama-sama  disebut  sebagai

Para Pemohon, terkecuali dalam amar penetapan ini; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari

2024  telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor

Nomor  :  41/Pdt.P/2024/PA.Plj,  tanggal  13  Februari  2024,  dengan  dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

secara Syariat Islam pada tanggal 20 Februari 2012, di Rumah Orang 

Tua Pemohon II  di  XXXX,  dengan wali  nikah Pemohon II  yaitu  Ayah

Kandung dari Pemohon II yang bernama XXXX. Saksi-saksi nikah saat

itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-

masing  bernama  XXXX  dan  XXXX,  dengan  Mahar  /  mas  kawinnya
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adalah  uang  Rp.  50.000,-  dibayar  tunai,  dan  dipandu  oleh  seorang

Ustad/Kiyai/Angku Kali/Petugas P3NTR yang bernama XXXX; 

2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I  dengan

Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara

Pemohon  I  dengan  Pemohon II  tidak  ada  memiliki  hubungan  nasab,

hubungan  semenda,  maupun  hubungan  sepersusuan,  juga  tidak  ada

larangan menikah menurut adat istiadat setempat; 

3. Bahwa  pada  waktu  pernikahan  Pemohon  I  berstatus  Jejaka  dan

Pemohon II berstatus Perawan; 

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I  dengan Pemohon II  membina

rumah tangga di XXXX;   

5. Bahwa dalam pernikahan  Pemohon I  dengan  Pemohon II,  sudah

dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

5.1 Wifa Salsabila, Jenis Kelamin perempuan Lahir pada tanggal 10-10-

2013; 

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina

rumah tangga sampai saat ini,  tidak ada gugatan atau keberatan dari

pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

7. Bahwa  sejak  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  menikah  sampai

sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad

(keluar  dari  agama Islam),  dan tidak ada isteri  lain  Pemohon I  selain

Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon

I; 

8. Bahwa pada saat  penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I

dan  Pemohon  II  ada  /  tidak  ada  perjanjian  kawin  dan  tidak  ada

mengucapkan sighat taklik talak; 

9. Bahwa  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  tercatat  di

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Koto  Besar  sehingga  pernikahan

Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  terlindungi  secara  hukum,  dan

Pemohon I dengan Pemohon II  ingin mendapatkan bukti nikah sesuai

dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku,  dan  mengurus  dokumen-

dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan; 
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10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi

Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan

perkawinan  sebahaimana  dimaksud  dalam pasal  7  ayat  (3)  huruf  (e)

Kompilasi  Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang

dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan

menurut  UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama,

oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini

bersedia  untuk  membayar  segala  biaya  yang  timbul  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

memohon  kepada  Yth.  Ketua  Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  Cq.  Yth.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;  

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (XXXX) dengan

Pemohon  II  (XXXX) yang  dilaksanakan  tanggal  20  Februari  2012,  di

Rumah Pemohon II di XXXX;  

3. Memerintahkan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan

perkawinan  tersebut  untuk  didaftarkan  ke  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Koto Besar. 

4. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara

sesuai ketentuan yang berlaku;  

 Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Para  Pemohon  tidak

datang  menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  secara

resmi  dan  patut  yang  relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;
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Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Para  Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa karena  ternyata  Para  Pemohon,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,

sedang  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangannya  itu  disebabkan  sesuatu

halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 R.Bg permohonan Para

Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo  merupakan  perkara

voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;  

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp120000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  pada  hari  Kamis tanggal  29  Februari  2024

Miladiyah bertepatan dengan  19 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh  Afif Waldy, S.H.I

sebagai  Hakim  dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan

(Ecourt) pada hari  itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh  Rahmadina

Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

TTD

Afif Waldy, S.H.I
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Panitera Pengganti,

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp.  60.000,00

2. Proses : Rp.  50.000,00

3. Panggilan : Rp.  0,00

4. Meterai : Rp.                  10.000  ,00  

Jumlah Rp. 120.000,00 

(seratus dua puluh ribu rupiah)
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